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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Penagihan pajak aktif dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 berfluktuasi.

Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif pada tahun 2011 sebesar 48,51 % atau

pada kriteria tidak efektif. Sedangkan tingkat efektivitas penagihan pajak aktif

terbesar diperoleh pada tahun 2012 yaitu 100% atau pada kriteria efektif. Pada

tahun 2013 persentase efektivitas penagihan pajak aktif menurun yaitu hanya

sebesar 68,49% atau pada kriteria kurang efektif, dan efektivitas penagihan pajak

aktif pada tahun 2014 merupakan yang terendah yaitu hanya dengan persentase

sebesar 20,57 % atau pada kriteria tidak efektif.

2. Kontribusi penagihan pajak aktif di Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi NTT tahun 2011-2014 tergolong dalam kriteria sangat kurang

terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak aktif mempunyai tingkat

kontribusi dengan persentase kurang dari 10%. Pada tahun 2011, diperoleh

kontribusi penerimaan pajak sebesar 9,10%, dan pada tahun 2012,

diperoleh kontribusi penerimaan pajak sebesar 5,04%, sedangkan pada

tahun 2013 diperoleh kontribusi penerimaan pajak sebesar 8,44% dan pada

tahun 2014 diperoleh kontribusi penerimaan pajak sebesar 3,05%.

6.2 Saran

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat

memberi perhatian dan mendukung pelaksanaan kegiatan penagihan tunggakan

Pajak Air Permukaan, karena dari penerimaan Pajak Air Permukaan tersebut
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terdapat Dana Bagi Hasil Hak Kabupaten/Kota sesuai ketentuan pasal 77

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah.

2. Agar dapat mempertimbangkan waktu, tenaga dan biaya dalam

penyusunan rencana kegiatan di Kabupaten/Kota, mengingat geografis dan

topografi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari

kepulauan dan perbukitan, dimana obyek Pajak Air Permukaan tersebar

dan lebih banyak di daerah pelosok dan dapat dijangkau demi tercapainya

hasil yang maksimal.

3. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak (Masyarakat/Badan

Usaha/Perseorangan) Pengelola Air Permukaan secara kontinyu untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk melaksanakan

kewajibnnya terutama membayar/melunasi Pajak Air Permukaan tepat

pada waktunya, sehingga tidak menimbulkan tunggakan.

4. Agar segera melakukan perhitungan/penetapan kembali Pajak Air

Permukaan yang telah ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Rampung

(SKPDR) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan yang

dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan beban bagi

Wajib Pajak dan tidak terjadinya tunggakan.

5. Mengingat obyek pajak yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota se-NTT,

sebaiknya pajak air permukaan dijadikan pajak kabupaten untuk

penghematan biaya pemungutan yang lebih besar dari pada jumlah

tunggakan pajak air permukaan.
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